GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menimbang

Mengingat

(COVID-19) DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.a.

1.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa sehubungan dangan semakin menurunnya tingkat
kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sebagai
dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memberikan bantuan
dalam bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Jawa Timur;

bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Jawa Timur
sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan salah satu
upaya mewujudkan “Jatim Sejahtera” melalui Program
Pemberdayaan Usaha  Perempuan (JATIM PUSPA) dan
“‘Jatim Berdaya” melalui Program Pemberdayaan Badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Umum Program
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) Di Provinsi Jawa Timur;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950);

2. Undang-Undang ...



-2 -

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan ...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6487);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007
Nomor 1, Seri E);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa
Timur;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2019
tentang Klinik Badan Usaha Milik Desa;

19. Peraturan ...



Menetapkan

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
di Provinsi Jawa Timur;

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020
tentang Pedoman Bantuan Dalam Penanganan Dampak
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa

Timur;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR DALAM RANGKA PENANGANAN
DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Pedoman
Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam
Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019

(COVID 19) di Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus

Disease 2019 (COVID 19) di Provinsi Jawa Timur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

a. Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan
(Jatim Puspa) Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan

b. Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Provinsi
Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Pasal 3 ...



Pasal 3

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
merupakan kerangka acuan dalam pengelolaan Program
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka
Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)
di Provinsi Jawa Timur, yang diperuntukkan bagi:

a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur dan Pemerintah Kabupaten se Jawa Timur;

b. Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Jawa Timur; dan

c. Pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2018
tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju
Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur; dan

b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program
Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa
Timur,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Juni 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 16 Juni 2020

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H, M.H.
Pembina
NIP. 19690129 199303 2 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 34 SERI E



